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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR PM 107 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran
kinerja dan produktivitas kerja serta penerapan asas
keadilan dan proporsionalitas, maka diberikan
tunjangan kinerja bagi Pegawai di
LingkunganKementerian Perhubungan;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesamaan
persepsi dalam penghitungan dan pemberian
tunjangan kinerja, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3098)sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2013(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
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10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun
2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN  REPUBLIK

INDONESIA TENTANGTATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBERIAN  TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Calon Pegawali
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawali
Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai
Negeri tersebut yangsejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana
Pegawai Negeri tersebut bekerja.

Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Disiplin Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan
jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)
(3)

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin

Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan
untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja
dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai
negeri sipil pada satuan organisasi yang dibuktikan dengan buku
harian kerja pegawai.

Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri
sipil yang bersangkutan.

Tugas pokok adalah tugas yang tercantum didalam peraturan tentang
Organisasi dan Tatalaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan

Tugas tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada
hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada
dalam Kontrak Kerja Pegawai.

Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh atasan langsung
sebagai bukti dan menjelaskan bahwa setiap kegiatan tugas
tambahan dan/atau kreativitas telah selesai dilaksanakan.

Alasan kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-
kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan tugas
tambahan.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB Il
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan
Kementerian Perhubungan, selain diberikan penghasilan sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan
Kinerja setiap bulan.

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada kelas jabatan.

Besaran Tunjangan Kinerja perkelas jabatan sebagaimana dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
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Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan
kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya organiknya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara, atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan
PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; dan

g. Pegawai yang cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya.

Pasal 4

Proses penghitungan penambahan Tunjangan Kinerja, didasarkan pada
capaian kinerja bulan bersangkutan (bulan ke N), yang penghitungannya
dilakukan pada bulan berikutnya (bulan ke N+1), dan tunjangannya
dibayarkan pada bulan ketiga (bulan N+2), dan berlaku untuk bulan-bulan
selanjutnya.

Pasal 5

(1) Permintaan pembayaran penambahan Tunjangan Kinerja diajukan
untuk setiap bulan.

(2) Pembayaran penambahan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung atau melalui rekening pegawai yang
bersangkutan.

BAB 11
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1) Penghitungan Tunjangan Kinerja dilaksanakan dengan sistem
penambahan yang didasarkan atas penghitungan capaian Kinerja
pegawai dengan unsur sebagai berikut:

a. Unsur Disiplin Kerja; dan
b. Unsur Prestasi Kerja.
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